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Abstrak

Kualitas layanan publik adalah aspek yang terus menerus menjadi sorotan. Pelayanan publik adalah pelayanan
yang mana pemenuhan kebutuhan masyarakat menjadi fokusnya. Penelitian ini berfujuan untuk mengetahui
kualitas pelayanan publik di Kantor Kecamatan Kuripan Kabupaten Probolinggo serta fakfor pendukung dan
penghambat pelayanan di Kantor Kecamatan Kuripan Kabupaten Probolinggo. Adapun metode yang digunakan
yakni deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi,
wawancara, dan dokumentasi dengan menggunakan 5 aspek yakni Tangible, Reliability, Responsiveness,
Assurance dan Empathy. Peneliti menggunakan triangulasi sumber untuk mengecek keabsahan data penelitian.
Analisis data dalam penelitian ini menggunakan tiga komponen yang terdivi dari kondensasi data, penyajian
data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pelayanan publik di kantor
kecamatan telah optimal.

Kata Kunci: kualitas, pelayanan publik, kecamatan, tangible, reliability

Abstract

The quality of public services is an aspect that is constantly in the spotlight. Public services are
services in which meeting the needs of the community is the focus. This study aims to determine the
quality of public services at the Kuripan District Office, Probolinggo Regency as well as the
supporting and inhibiting factors of service at the Kuripan District Office, Probolinggo Regency. The
method used is descriptive with a qualitative approach. Data was collected by using observation,
interview, and documentation techniques using 5 aspects, namely Tangible, Reliability,
Responsiveness, Assurance and Empathy. Researchers used source triangulation to check the validity
of research data. Data analysis in this study uses three components consisting of data condensation,
data presentation, and drawing conclusions. This study concludes that public services at the
sub-district office have been optimal.
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PENDAHULUAN

Pemerintah  sebagai aparatur
negara mempunyai tanggung terhadap
rakyat agar dapat memberi pelayanan
dengan baik menuju good governance.
Menurut Sugandi (2011, him. 178), good
governance mengandung dua pengertian
pertama, nilai yang menunjang tinggi
keinginan/kehendak rakyat dan nilai
yang dapat meningkatkan kemampuan
rakyat dalam mencapai tujuan (nasional)
kemandirian, pembangunan
berkelanjutan dan berkeadilan sosial.
Kedua,

pemerintahan yang efektif dan efisien

aspek fungsional atas
untuk
Good
governance juga diartikan tata kelola
yang
membangun

dalam pelaksanaan tugasnya

mencapai tujuan tersebut.

pemerintahan  yang  baik,
mengandung  arti
pelayanan yang berkualitas dan juga
melayani masyarakat bukan pelanggan
dan mengutamakan kepentingan publik.
Good Governance diterjemahkan tata
kelola pemerintahan yang baik atau
disebut juga civil society. Good governance
didefinisikan sebagai suatu
penyelenggaraan pelayanan yang sejalan
dengan demokrasi (pemerintah dari
rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat).
Penerapan good governance dalam
sektor publik menurut Hakim (2016, hlm.
11) ada

disparitas antara konsepsi pemerintahan

prinsip dasar yang melandasi

(governance) dengan menggunakan pola
pemerintahan yang tradisional adalah
terletak pada dalam tuntutan yang
demikian kuat agar peranan pemerintah

dikurangi dan peranan masyarakat
ditingkatkan dan semakin terbuka
aksesnya. Dapat diambil benang

merahnya bahwa pada pemerintahan

good governance peran masyarakat lebih
menonjol dari pada pemerintah sehingga
kebijakan
pelayanan publik,

perumusan hal ini

pada
peran masyarakat

lebih menonjol dan aktif sehingga
terciptanya demokrasi yang
sesungguhnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi mengenai Petunjuk
Teknis

Penerapan Standar,

Penyusunan, Penetapan, dan

bahwa
pelayanan merupakan tolak ukur yang

standar

digunakan sebagai panduan
penyelenggaraan pelayanan sebagai janji
dan kewajiban penyelenggara kepada
masyarakat dalam rangka pelayanan
berkualitas, cepat, mudah dan terjangkau
menurut (Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Birokrasi Nomor 36 Tahun, 2012). Pada
umumnya penilaian kualitas layanan
publik dilakukan sesuai dengan aturan
dalam Permenpan RB No 14 Tahun 2017
tentang Survei Kepuasan Masyarakat.
Kualitas layanan publik pun diukur
dengan skala dan standar yang telah

ditetapkan. Akan tetapi, tulisan ini

hendak mengukur kualitas layanan
secara interpretatif, karena itu tidak
menggunakan ukuran seperti yang

tertuang dalam Permenpan RB Nomor 14
Tahun 2017 yang telah disebutkan di
atas.

Pelayanan yang berkualitas atau
juga bisa dikatakan pelayanan prima
adalah pelayanan yang bisa memenuhi
standar pelayanan. Standar pelayanan
adalah sebagai tolak

dalam penyelenggaraan pelayanan dan

ukur panduan

menjadi acuan dalam meningkatkan

kualitas. Pelayanan menjadi kewajiban
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aparatur negara terhadap masyarakat
guna dalam pelayanan yang cepat dan
standar

berkualitas. Komponen

pelayanan yang terkait dengan proses

penyampaian pelayanan, meliputi
persyaratan, prosedur, jangka waktu
pelayanan,  biaya/  tarif, produk

pelayanan dan penanganan pengaduan
berdasarkan Permenpan RB Nomor 14
Tahun 2017.

Service  excellence mempunyai
sejumlah pengertian. Menurut Johnson
dan Clark, service excellence merupakan
sebuah bentuk layanan yang mampu
memenuhi kebutuhan dan menjawab
atau

masalah pertanyaan pengguna

pelayanan.artinya  service  excellence
adalah bentuk pelayanan ramah guna
mencapai tujuan yakni rasa kepuasan
publik.

Instansi pemerintah daerah seperti
kecamatan merupakan salah satu contoh
instansi pemerintah yang menjalankan
fungsi pelayanan publik. Kecamatan

publik
memiliki tugas pokok membantu kepala

menjadi  penyedia layanan
daerah dalam meningkatkan efektivitas

publik

penyelenggaraan pemerintahan dengan

pelayanan dalam  rangka
baik (good governance) serta peningkatan
kualitas pelayanan dalam bentuk jasa
atau perizinan melalui transparansi dan
standarisasi pelayanan

Berdasarkan observasi awal yang

dilakukan penulis pada pertengahan

bulan  Februari 2022 di Kantor
Kecamatan Kuripan Kabupaten
Probolinggo, ditemukan  persoalan.
Masalah  terkait pelayanan publik
tersebut yaitu mengenai jangka waktu
pelayanan, sebagai contoh ketika
masyarakat mengurus Kartu Tanda

Penduduk (KTP).
Masyarakat di
Kuripan

Kecamatan
menyampaikan proses
pembuatan KTP tidak sesuai dengan
jangka waktu yang ditentukan yaitu tiga
hari. Permasalahan kedua yaitu terkait
jumlah loket pelayanan; hanya terdapat
satu loket pelayanan sehingga tidak
maksimalnya pelayanan tersebut.

loket

menyebabkan pengguna

Ketiadaan
tambahan
layanan harus menunggu beberapa lama

pelayanan

untuk mengantri. Petugas di kecamatan
pun tidak setiap saat ada di tempat.
Masyarakat harus menunggu beberapa
lama sampai petugas hadir. Ketiga, tidak
terdapat alur prosedur dan keterangan
biaya yang harus dikeluarkan untuk
setiap jenis layanan publik. Keempat,
keramahan pegawai di Kecamatan
kepada pengguna layanan yang datang.
Ketidakramahan tersebut dapat dilihat:
ketika pegawai yang tidak memberikan
pengguna
petugas yang mengobrol dengan petugas

senyum kepada layanan,
lain yang membicarakan hal yang sama
sekali tidak penting dan tidak berkaitan
dengan pelayanan. Kelima, menemukan
yang tidak
tanggap terhadap masyarakat yang ingin

adanya respon pegawai

melakukan  pelayanan dan belum
mengerti mengenai prosedur atau alur
pelayanan. Sikap tidak tanggap sangat
mengganggu kualitas pelayanan yang
dirasakan oleh masyarakat yang datang
dan ingin mendapatkan pelayanan yang
baik. Kelima, terkait sarana yang masih
kurang: misalnya filing cabinet yang
berfungsi untuk menyimpan berkas dan
memudahkan pegawai dalam mencari
berkas namun didapati berkas yang
dalam  filing

disimpan cabinet
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penataannya yang kurang rapi dan tidak
ditemukan aturan dalam penyimpanan.
Ini mengakibatkan, pada saat pegawai
membutuhkan berkas atau data tersebut
pegawai mengalami kesulitan dalam
berkas  yang
dibutuhkan. Sarana dan prasarana yang

menemukan akan
baik dibutuhkan agar masyarakat merasa
lebih puas dengan pelayanan yang
diberikan.Pelaksanaan pelayanan publik
yang berkualitas memerlukan dukungan
Sumber Daya Manusia (SDM), yaitu
pegawai atau karyawan yang siap dan
sigap karena pegawai merupakan pihak
yang melakukan pelayanan publik,
terutama ketika berhadapan langsung
dengan masyarakat. Ini umumnya terjadi
di semua tempat dan menjadi intisari
dari komplain masyarakat terhadap
layanan publik. Layanan publik, telah
berbenah, tidak semuanya

menunjukkan kualitas layanan publik

namun
yang prima.

Kualitas Pelayanan Publik

Kualitas menurut Fandy Tjiptono
(2007, hlm. 4) adalah suatu kondisi
dinamis yang berpengaruh dengan

produk, jasa, manusia, proses, dan
lingkungan yang memenuhi harapan,
sehingga kualitas pelayanan dapat
diartikan sebagai upaya pemenuhan
kebutuhan dan keinginan konsumen
serta ketepatan penyampaiannya dalam
mengimbangi  harapan  konsumen.
Harapan adalah faktor penting yang
mencerminkan kualitas layanan publik.
Jika
harapan, maka layanan publik bisa
disebut berkualitas.

Kualitas

diketahui dengan cara membandingkan

layanan publik sesuai dengan

pelavanan dapat

“harapan” dengan “penilaian terhadap
kinerja”. Jika kinerja disertai dengan
yang kebutuhan
masyarakat terpenuhi, maka pelayanan
publik dapat disebut berkualitas. Jika
tidak; maka, sebaliknya, tidak
berkualitas.  Salah konsep
pelayanan yang berkualitas menurut
Moenir (2004, hlm. 204) mengemukakan
pendapat mengenai konsep pelayanan

harapan mana

satu

vang efektif adalah “Layanan vang

cepat, menyenangkan, tidak
mengandung kesalahan, mengikuti
proses dan menyenangkan, tidak
mengandung kesalahan, mengikuti
proses dan prosedur vyang telah

ditetapkan lebih dahulu.” Dengan kata
lain, layanan publik yang berkualitas

adalah yang efisien, tepat (tidak
mengandung kesalahan) dan sesuai
prosedur.

Pelayanan Publik

Dalam suatu instansi atau lembaga
pemerintahan yang berorientasi dalam
kesejahteraan rakyat, pelayanan publik

adalah salah satu wunsur penting.
Pelayanan  dapat diartikan sebagai
pemberian (melayani) keperluan
perorangan atau masyarakat yang

mempunyai kepentingan pada organisasi
itu sesuai dengan aturan pokok dan tata
cara yang ditentukan. Pelayanan Publik
utama dalam

menjadi sorotan

penyelenggaraan pemerintahan.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
(KBBI), pelayanan memiliki tiga makna,
(1) perihal atau cara melayani; (2) usaha
melayani kebutuhan orang lain dengan
memperoleh imbalan atau uang; (3)
kemudahan yang diberikan sehubungan

dengan jual beli barang atau jasa.

177




Rohman & Sucahyo. Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Kuripan Kabupaten Probolinggo

Menurut Ratminto dan Atik Septi
Winarsih (2007:4-5) pengertian pelayanan
publik atau pelayanan umum adalah :

Pelayanan Publik atau pelayanan
umum dapat didefinisikan sebagai segala
baik dalam
bentuk barang publik maupun jasa

bentuk jasa pelayanan,
publik yang pada prinsipnya menjadi
tanggung jawab dan dilaksanakan oleh
instansi pemerintah di pusat, di daerah,
dan di lingkungan Badan Usaha Milik
Negara atau Badan Usaha Milik Daerah,
dalam wupaya pemenuhan kebutuhan
dalam

ketentuan

masyarakat maupun rangka

pelaksanaan peraturan
perundang-undangan (Undang Undang
Nomor 25 Tahun 2009).

Berdasarkan Keputusan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 63 Tahun 2003, definisi dari
pelayanan umum adalah segala bentuk
oleh
instansi pemerintah di pusat, di daerah,
dan di lingkungan Badan Usaha Milik
Negara atau Badan Usaha Milik Daerah

dalam bentuk barang dan atau jasa, baik

pelayanan yang dilaksanakan

dalam rangka pelaksanaan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Sedangkan menurut Bab 1 Pasal 1 Ayat 1
UU No. 25/2009, yang dimaksud dengan
pelayanan publik adalah kegiatan atau
rangkaian kegiatan dalam rangka
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan
bagi setiap warga negara dan penduduk
atas barang, jasa, dan/ atau pelayanan
administratif yang disediakan oleh
penyelenggara pelayanan publik.

publik

kebutuhan dalam rangka pemenuhan

Pelayanan merupakan

pelayanan sesuai peraturan

perundang-undangan. Pemenuhan

kebutuhan merupakan hak dasar bagi
setiap warga negara dan penduduk
untuk mendapatkan pelayanan atas
barang, jasa dan administratif yang

oleh
pelayanan publik dengan maksimal.

disediakan penyelenggara
Pengertian lain menurut Hardiyansyah
(2011, hlm. 12) pengertian pelayanan
publik adalah
orang atau masyarakat atau organisasi
yang
organisasi, sesuai dengan aturan pokok

Melayani keperluan

memiliki  kepentingan  pada
dan tata cara yang ditentukan dan
ditujukan untuk memberikan kepuasan
kepada penerima layanan.

Dari definisi pelayanan publik di
bahwa

pelayanan publik merupakan upaya

atas  dapat  disimpulkan
dalam bentuk pelayanan yang diberikan
oleh baik yang
diselenggarakan oleh lembaga

pemerintah itu sendiri ataupun oleh

pemerintah

lembaga non-pemerintah untuk
kebutuhan

maupun pelaksanaan ketentuan yang

memenuhi masyarakat
telah ditetapkan dengan segala sarana,
dan perlengkapannya melalui prosedur
kerja tertentu guna memberikan jasa
pelayanan dalam bentuk barang dan jasa.
Pelayanan publik yang dimaksud dalam
penelitian ini termasuk dalam segala
bentuk pelayanan pada masyarakat yang
dilakukan oleh Kantor
Kuripan Kabupaten Probolinggo dalam
kebutuhan
wilayah  kecamatan Kuripan yang

Kecamatan
memenuhi masyarakat

dilakukan berdasarkan asas, prinsip dan

standar pelayanan publik agar
mewujudkan pemerintahan yang
demokratis

Dimensi Kualitas Pelayanan Publik
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akan
menghasilkan beragam penilaian yang

Setiap pelayanan
datangnya dari pihak yang dilayani atau
pengguna layanan. Pelayanan yang baik
tentunya akan memberikan penilaian
yang baik pula dari para pelanggan,
tetapi apabila pelayanan yang diberikan
tidak memberikan kepuasan, misalnya
terkait jangka waktu pelayanan yang
tidak
menimbulkan kekecewaan pelanggan

tepat waktu maka akan
dan bisa memperburuk citra instansi
pemberi layanan. Van Looy dalam
Hardiansyah (2011. hlm. 48), suatu model

dimensi kualitas jasa idealnya baru

memenubhi syarat, apabila :

e Dimensi harus bersifat satuan
yang  komprehensif,  artinya
dijelaskan  secara menyeluruh
mengenai persepsi dimensi
kualitas yang diusulkan.

e Model juga harus Dbersifat

universal, artinya dimensi harus
bersifat umum dan wvalid untuk
berbagai spectrum bidang jasa

e Dimensi dalam model vyang
diajukan harus bersifat bebas.
® Sebaiknya jumlah dimensi

dibatasi.
Zeithaml dkk 1990 dalam Hardiyansyah
(2011, him. 46-47) kualitas pelayanan
dapat diukur dari 5 dimensi, yaitu :

Tangible (berwujud), Reliability
(kehandalan), Responsiveness
(ketanggapan), Assurance  (Jaminan),
Empathy (Empati).

Dengan demikian, untuk dapat
menilai sejauh mana mutu pelayanan
publik  yang  diberikan  aparatur
pemerintah, tidak
dihindari, bahwa menjadi tolak ukur

memang bisa

kualitas pelayanan dapat ditelaah dari

kriteria dimensi-dimensi kualitas
pelayanan publik.
METODE

Penelitian ini  menggunakan

pendekatan kualitatif sehingga termasuk
pada penelitian deskriptif. Penelitian
deskriptif adalah jenis penelitian yang
bertujuan menyajikan gambaran secara
detail

timbul dimasyarakat maupun klarifikasi

mengenai permasalahan yang
mengenai suatu fenomena yang ada, dan
sesuai dengan kenyataan . Tujuan dari
deskriptif
menghasilkan gambaran yang akurat
sebuah

mekanisme

penelitian ini  yakni

mengenai kelompok,
menggambarkan dalam
sebuah proses, memberikan gambaran
verbal
numerikal, menyajikan sebuah informasi
Untuk

menjelaskan

atau

lengkap dalam bentuk
dasar dalam mengklasifikasi.
subjek penelitian yakni
seperangkat tahapan atau proses, serta
menyimpan informasi yang bersifat
kontradiktif mengenai subjek penelitian.

Dengan  demikian
kualitatif

mendeskripsikan,

penelitian

ini berupaya untuk
menguraikan,
menganalisis permasalahan serta
kemudian mengambil kesimpulan dari
permasalahan tentang Analisis kualitas
pelayanan publik di Kecamatan Kuripan

Kabupaten Probolinggo.
HASIL DAN PEMBAHASAN

Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor
Kecamatan Kuripan Kabupaten
Probolinggo

Fungsi penyelenggaraan pemerintah
yang dilakukan  oleh
pemerintahan adalah pelayanan publik.

aparatur
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Fungsi pelayanan publik ini sangat
penting perannya bahkan menyangkut
bahwa

kepentingan rakyat secara keseluruhan.

kepentingan secara umum,
Pelayanan publik saat ini menjadi bagian
kebutuhan setiap masyarakat. Setiap
birokrasi pemerintah perlu berupaya
untuk memberikan kualitas pelayanan
yang terbaik

pengguna 1ayanan.

kepada masyarakat

Demikian halnya dengan Kualitas
Pelayanan publik di Kecamatan Kuripan

Kabupaten Probolinggo. Adapun
jenis-jenis  pelayanan di = Kantor
Kecamatan Kuripan diantaranya
penerbitan izin usaha mikro kecil
(IUMK), rekomendasi/ pengesahan
perubahan asal usul tanah,
rekomendasi/ pengesahan surat
keterangan miskin dan surat

rekomendasi/ pengesahan lainnya Untuk
mengetahui kualitas pelayanan pegawali,
diperlukan  dimensi pokok untuk
menentukan kualitas pelayanan. Dimensi
pokok untuk menentukan kualitas
pelayanan dalam penelitian ini adalah
Bukti  fisik

(reliability), Daya tanggap (responsiveness),

(tangibles),  Keandalan

Jaminan (assurance), Perhatian (empathy).

Bukti fisik (tangible)
Bukti
yaitu Sarana

fisik mempunyai makna,

Dan prasarana yang
untuk

difungsikan mendukung

pelayanan di Kantor Kecamatan

Kuripan, Kabupaten Probolinggo dapat

dilihat berdasarkan ketersediaan
fasilitas kantor, perlengkapan,
kebersihan sehingga memberikan

kenyamanan dan kepuasan kepada
masyarakat selama berada di ruangan
pelayanan.

Sarana  merupakan .penunjang
keberhasilan suatu proses upaya vang
dilakukan di dalam pelayanan publik,
karena apabila sarana tidak tersedia
maka semua kegiatan yang dilakukan
tidak akan dapat mencapai hasil sesuai
yang diharapkan masyarakat. Dalam
hal ini sarana yang ada pada Kantor

Kecamatan Kuripan

yang
dapat dilihat dari tanggapan responden

Kabupaten
sudah memadai

Probolinggo

yang menyatakan bahwa sarana yang
ada di sudah
memadai.

kantor kecamatan
Dari uraian tersebut menunjukan
bahwa bukti fisik atau sarana yang ada
di Kantor
Kabupaten

Kecamatan Kuripan

Probolinggo  merupakan
salah satu faktor yang mendukung
sebab

ketersediaan sarana maupun fasilitas

terhadap kualitas pelayanan
yang disediakan di Kantor Kecamatan
Kuripan sudah memadai bila dilihat dari
segi jumlahnya. Hanya saja masih perlu

oleh
adalah tersedianya ruang

diperhatikan pemerintah
Kecamatan
tunggu yang harus dilengkapi dengan
yang
penambahan sarana tempat duduk bagi

fasilitas memadai yaitu
pengguna layanan yang lebih nyaman.
Hal ini untuk meningkatkan kepuasan

pada masyarakat dalam memberikan

pelayanan sehingga menghasilkan
pelayanan yang maksimal.
Keandalan (reliability)

Kehandalan dalam hal ini

merupakan kemampuan memberikan
pelayanan yang dijanjikan dengan
segera, efektif, efisien dan memuaskan,
seperti

ketepatan waktu, kecepatan

dalam setiap pemberian pelayanan
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kepada masyarakat.

Kecepatan pegawai sangat
ditentukan oleh tingkat kemampuan
pegawai  yang  terlihat  melalui
perilakunya sehari-hari. Tingkat
kemampuan yang baik akan lebih cepat
mengarah kepada pencapaian tujuan
organisasi yang telah direncanakan
sebelumnya dalam hal ini pelayanan
yang ada di Kantor Kecamatan Kuripan,
sebaliknya apabila tingkat kemampuan
pegawai rendah kecenderungan tujuan
yang akan dicapai akan lambat bahkan
tidak  sesuai dari  perencanaan.
Kemampuan yang dimaksud adalah
kecepatan pegawai dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat.

Dari pernyataan diatas dapat
dinyatakan bahwa keandalan serta
kecepatan wajib dimiliki oleh pegawai
Kantor Kecamatan Kuripan khususnya
dibidang pelayanan. Dengan demikian
dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat keandalan serta kecepatan
sangat penting dan diperlukan agar
terciptanya kepuasan masyarakat.
Kecepatan dalam hal ini yaitu kecepatan
dari pegawai kantor kecamatan untuk
memberikan pelayanan sebagaimana
yang dijanjikan dengan tepat waktu
sehingga keandalan atau kecepatan
merupakan salah satu dimensi penting
yang harus dimiliki oleh pegawai atau
pemberi pelayanan.

Daya tanggap (responsiveness)

Daya tanggap (responsiveness)
yaitu  merupakan  kerelaan  dan
keinginan pemberi pelayanan di Kantor
Kecamatan Kuripan dalam memenuhi
kebutuhan masyarakat dan
memberikan pelayanan serta respon
yang baik, cepat, tepat dan tanggap

dalam menanggapi setiap keluhan
masyarakat. Daya tanggap disini dapat
berarti respon atau kesigapan pemberi

layanan dalam membantu masyarakat
yang membutuhkan bantuan
pelayanan.

Hal ini menunjukan bahwa
masyarakat  sangat membutuhkan
ketanggapan dari pegawai dalam
memberikan respon terhadap keluhan
dan kebutuhan dari masyarakat
yang membutuhkan pelayanan, Maka
dari itu daya tanggap seorang pegawai
sangat penting diperlukan agar
orientasi pada pelayanan dapat dicapai
dengan baik.

Jaminan (assurance)

Jaminan (assurance) dalam hal ini
berarti sikap dari Pegawai Kantor
Kecamatan Kuripan dalam memberikan
jaminan atau kepastian dalam pelayanan
publik kepada masyarakat. Dimensi
jaminan adalah dimensi dari kualitas
pelayanan yang berkaitan dengan
kemampuan, pengetahuan keramahan
dan sopan santun serta sifat dapat
dipercaya yang dimiliki pegawai dalam
memberi pelayanan. Pegawai yang
ramah akan menjadi salah satu faktor
pendukung bagi pengguna layanan
untuk memberikan penilaian yang baik
atas pelayanan yang disajikan.

Dari uraian tersebut menunjukan
bahwa jaminan dalam hal ini sikap
ramah yang diberikan pegawai Kantor
Kecamatan Kuripan sangat dibutuhkan.
Dikarenakan dengan sikap ramah
pembicaraan, cukup jelas dan wajar,
tidak menimbulkan keraguan. Dengan
sikap pegawai yang seperti itu maka
akan memperlancar proses pelayanan
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dan dengan sikap ini masyarakat akan
merasa puas dan nyaman serta merasa
dihargai saat menerima pelayanan.

KESIMPULAN

Kualitas pelayanan menjadi tolak ukur
berhasil
tidaknya

atau tidaknya atau maju
suatu organisasi maupun
instansi yang berfokus dalam tugas
pelayanan teknis. Kemudian kualitas
Kecamatan

pelayanan pada Kantor

Kuripan dalam menyediakan sarana
untuk pengguna layanan sudah cukup
memadai hanya saja ketersediaan sarana
seperti jumlah dan kenyamanan tempat
duduk di ruang tunggu kurang bagi
masyarakat. Tentang keandalan atau
kemampuan yang diberikan yakni
kecepatan yang khususnya dibidang
pelayanan  masih

kurang  cepat

dikarenakan  penyelesaian  urusan
pelayanan belum dapat terselesaikan
secara cepat sesuai dengan ketentuan
waktu yang telah ditentukan. Jaminan
dan daya tanggap yang diberikan oleh
pegawai

atau staf masih belum

memuaskan atau sesuai dengan harapan

yang

diberikan oleh staf atau pegawai belum

masyarakat serta  perhatian
dapat memahami kebutuhan masyarakat
dan belum dapat memberikan kepuasan
yang maksimal kepada masyarakat.
Faktor  yang

kualitas pelayanan Kantor Kecamatan

mempengaruhi

Kuripan Kabupaten Probolinggo adalah
Sumber daya manusia dan kedisiplinan
petugas pelayanan.
Dalam mencapai pegawai/staf
Kantor Kecamatan Kuripan Kabupaten
Probolinggo lebih meningkatkan kinerja
dalam melaksanakan tugas pelayanan

kepada masyarakat, pegawai/staf juga

harus cepat tanggap, ramah, memiliki
kemampuan/kompetensi dalam

memberikan pelayanan dan dapat
memahami kebutuhan masyarakat serta
ketersediaan sarana berupa kursi untuk

ruang tunggu yang lebih nyaman perlu

ditambahkan sehingga dapat
memberikan kenyamanan pada
masyarakat saat menunggu proses
pelayanan.

Pegawai/staf Kantor Kecamatan
Kuripan Kabupaten Probolinggo perlu
di upgrade dalam hal kompetensi untuk
mencapai sumber daya manusia yang
disiplin berkualitas melalui pelatihan
dalam memberikan pelayanan sehingga

kualitas pelayanan lebih optimal.
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